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Abstract: This research focus in implementation policy on Special Supervising Teachers duties
based on grant policy Permendiknas No. 70 in 2009 junto Pergub Jatim No. 6 in 2011 pasal 10
ayat 1. This research aims: 1) described the duties of special supervising teachers in the process of
identification, assessment service in arranging program of instruction individually on inclusive
education in public elementary school Junrejo Batu ; 2 ) described implementation duty Special
Supervising Teachers on designing and delivering program specificity on on nclusive education in
public elementary school Junrejo Batu; and 3) described implementation duty Special Supervising
Teachers in modifying teaching on inclusive education in public elementary school Junrejo Batu.
This research use qualitative approach in the form of research policy. Determination respondent
used technique purposive sampling. To collect the data used in-depth interview to: 1) the principal
of inclusive education in public elementary school Junrejo Batu, 2) special supervising teachers of
inclusive education in public elementary school junrejo Batu; 3) shadow teacher of inclusive
education in public elementary school Junrejo Batu.

Keywords: instruction individually, inclusive education

Abstrak: Penelitian ini fokus dalam implementasi kebijakan khusus supervisi tugas guru
berdasarkan kebijakan hibah Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 junto Pergub Jatim Nomor 6
tahun 2011 pasal 10 ayat 1. Penelitian ini bertujuan: 1) menggambarkan tugas guru pembimbing
khusus dalam proses identifikasi, layanan penilaian dalam menyusun program pengajaran
individual pendidikan inklusif di depan umum SD Junrejo Batu, 2) menggambarkan pelaksanaan
tugas Khusus Guru Pembimbing pada merancang dan memberikan program yang spesifisitas pada
pendidikan nclusive di depan umum SD Junrejo Batu, dan 3) menggambarkan pelaksanaan tugas
khusus Guru Pembimbing dalam memaodifikasi pengajaran pendidikan inklusif di depan umum SD
Junrejo Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian kebijakan.
Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling. Untuk mengumpulkan data
digunakan wawancara mendalam untuk: 1) prinsip pendidikan inklusif di depan umum SD Junrejo
Batu, 2) guru pembimbing khusus pendidikan inklusif di depan umum SD Junrejo Batu; 3) guru
bayangan pendidikan inklusif di SD umum sekolah Junrejo Batu.

Kata kunci: instruksi individual, pendidikan inklusif

Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara
yang usaha pemenuhannya harus direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sebaik mungkin.
Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan,
pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang
diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa (Kemendiknas, 2010).
Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada paradigma universal
yaitu pendidikan untuk semua (education for all). Paradigma tersebut mengemban visi tentang
pemerataan pendidikan, serta proses pendidikan yang terbuka dan demokratis. Secara global visi
tersebut menjadi bagian dari berbagai hal yang dideklarasikan pada skala internasional.

Deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 1948, mengeluarkan pernyataan bahwa
pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling dasar (basic human right). Hal tersebut melandasi
pemahaman bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Pemahaman tersebut kemudian
melahirkan perhatian untuk pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Konteks pendidikan
terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (selanjutnya disebut ABK) dipertegas dengan lahirnya deklarasi
the salamanca statement and framework for action on special needs education tahun 1994 yang
memberikan kewajiban bagi sekolah untuk mengakomodasi semua anak termasuk anak-anak yang
memiliki kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik maupun kelainan lainnya. Deklarasi
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Internasional tersebut menjadi cikal bakal lahirnya penyamaan hak ABK untuk mendapatkan
pendidikan tanpa diskriminasi di setiap negara.

Realisasi visi pendidikan untuk semua (education for all) di Indonesia, diwujudkan melalui
berbagai kebijakan yang diterapkan dalam konteks penyamaan hak-hak pendidikan untuk semua
warga negara, termasuk warga negara yang berkebutuhan khusus. Sehubungan dengan itu, salah satu
langkah teknis yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah menyelenggarakan pendidikan inklusif
bagi ABK berdasarkan Permendiknas No. 70 tahun 2009. Sementara itu, di Jawa Timur kebijakan
tersebut ditindak lanjuti melalui Pergub Jatim No. 6 tahun 2011. Konteks dalam kedua kebijakan
tersebut mengenai pendidikan inklusif, dimaknai sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan
pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada pendidikan inklusif dibutuhkan instrument input memadai sebagai penunjang keberhasilan
program inklusifitas. Salah satu diantaranya adalah peran profesional dari Guru Pembimbing Khusus
(GPK). Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan
khusus. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Scott (1995) bahwa the success of the inclusive
education depends, to a large extent, on the willingness and the ability of teachers to make
accommodations for individuals with special needs”. Scott menegaskan bahwa kesuksesan
pendidikan inklusif tergantung pada besarnya keinginan dan kemampuan guru dalam mengakomodasi
kebutuhan individu ABK.

Selanjutnya dalam pendidikan inklusif diperlukan peran serta GPK sebagai center of education
yang mempunyai tugas penting dalam pendampingan ABK. Jabaran mengenai tugas GPK dalam
pendidikan inklusif terdapat dalam  Permendiknas No. 70. Tahun 2009 junto Pergub Jatim No. 6
tahun 2011 pasal 10 ayat 1. Kedua grant policy tersebut menjabarkan tentang tugas dan tanggung
jawab Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam pembelajaran pada pendidikan inklusif yang meliputi:
(1) merancang dan melaksanakan program kekhususan; (2) melakukan proses identifikasi, asesmen
dan menyusun program pembelajaran individual; (3) memodifikasi bahan ajar; (4) melakukan
evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas; dan (5) membuat laporan program dan
perkembangan anak berkebutuhan khusus.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kebijakan. Penentuan
sumber data dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan tertentu
berdasarkan kapabilitas sumber data dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Sumber data
dalam penelitian ini adalah: (1) Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo
Batu; (2) Guru Shadow di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu; dan (3) Kepala Sekolah Inklusif di
SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. Metode-metode dalam proses pengumpulan data adalah data
primer diperoleh dengan metode wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari hasil obser-vasi
partisipan, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui pengecekan terhadap kriteria
credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan interactive model of analysis dari Miles dan Huberman.

Pembahasan

Pada bagian ini akan mengkaji mengenai implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK)
pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. Tugas tersebut berdasarkan
kebijakan Permendiknas No 70 tahun 2009 junto Pergub Jatim No 6 tahun 2011 tentang tugas Guru
Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan inklusif.

1. Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam Proses Identifikasi, Assesmen dan
Menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI)

Secara konseptual proses identifikasi ABK pada dasarnya dilakukan untuk beberapa keperluan,
yakni: penjaringan (screening), pengalih tanganan (referal), klasifikasi, perencanaan pembelajaran
dan pemantauan kemajuan belajar. Hakekat dari tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam proses
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identifikasi ABK merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh GPK untuk menemu-kenali
anak yang terkategori berkebutuhan khusus.

Proses identifikasi pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo — Batu
sebagian besar dilakukan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) (kecuali di SD Negeri Junrejo 2
dilakukan oleh guru reguler bersamaan dengan penerimaan siswa baru). Sehubungan dengan itu,
proses identifikasi yang dilakukan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri Mojorejo 1 dan
SD Negeri Junrejo 1 pada awal penerimaan siswa baru merupakan langkah yang tepat. Artinya,
keberadaan ABK dapat terdeteksi sejak awal sebelum kegiatan pendidikan berlangsung. Meskipun
demikian, pelaksanaan identifikasi setelah ABK menjadi siswa di sekolah seperti yang dilakukan di
SD Negeri Junrejo 2 bukanlah hal yang keliru. Namun, nampak adanya ketimpangan sebab
identifikasi dilakukan setelah kegiatan pendidikan (inklusif) telah berlangsung.

Artinya, pengembangan program pendidikan inklusif oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK)
tidak atau belum sepenuhnya didasari oleh hasil identifikasi. Pola identifikasi ABK demikian boleh
jadi dilakukan pada siswa reguler yang terindikasi ABK yang “lolos” dari identifikasi di awal
penerimaan siswa baru. Depdiknas (2007b) menyatakan bahwa proses identifikasi sifatnya masih
sederhana dan tujuannya lebih ditekankan pada menemu-kenali ABK secara kasar.

Oleh karena itu, identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan siswa (yang
terindikasi ABK), seperti orang tua maupun guru serta pihak-pihak lain yang terkait. Dalam konteks
inilah implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) sangat diperlukan, sebab GPK memiliki
kemampuan dasar yang mumpuni untuk menemu-kenali ABK meskipun secara kasar. Selain
itu,seperti yang dilakukan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri Mojorejo 1 memberikan
alternatif solusi yang berupa tindakan rujukan (referal) ke pihak-pihak profesional seperti psikolog
dan terapis manakala GPK tidak mampu melakukan identifikasi secara mandiri.

Sementara siswa terindikasi ABK di SD Negeri Junrejo 2 langsung diarahkan ke kelas khusus
tanpa melalui proses pengalih-tanganan (referal). Berbeda dengan dua sekolah yang disebutkan
sebelumnya, identifikasi ABK di SD Negeri Junrejo 1 dilakukan oleh Guru Pembimbing Khusus
(GPK) dengan melihat gambaran fisik siswa dan dilanjutkan dengan memberikan tes akademik (baca,
tulis, dan hitung) beserta tes 1Q. Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah tersebut langsung
melakukan tindakan assesmen lebih lanjut dalam rangka Klasifikasi. Dengan demikian, proses
pengalih-tanganan (referal) tidak terjadi di SD Negeri Junrejo 1.

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kendala yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus
(GPK) dalam proses identifikasi. Kendala yang dimaksud dapat besifat eksternal dan internal.
Kendala eksternal berkaitan dengan partisipasi orang tua ABK yang relatif kurang maksimal dalam
memberikan informasi yang valid dan reliabel. Ada kecenderungan orang tua menyembunyikan
“kebutuhan khusus anak” secara sadar karena aspek kultural yang cenderung konservatif.

Kendala eksternal lainnya yang juga menghambat proses identifikasi adalah keterbatasan
ekonomi orang tua ABK. Kendala internal yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam
implementasi tugasnya ketika mengidentifikasi ABK berkaitan dengan kompetensi Guru Pembimbing
Khusus (GPK) itu sendiri. Dengan melihat kondisi sosial masyarakat maka Guru Pembimbing Khusus
(GPK) harusnya dibekali dengan kompetensi tambahan untuk dapat melakukan klasifikasi ABK
sehingga tidak perlu untuk melakukan pengalih-tanganan (referal) yang membutuhkan biaya lebih
banyak. Disamping kendala yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam pelaksanaan
identifikasi, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya bias konsepsi dalam pemahaman Guru
Pembimbing Khusus (GPK) tentang “kelas khusus”, “kelas inklusif” dan “kelas reguler”. “Kelas
inklusif” lebih dimaknai sebagai kelas bagi para ABK (mestinya kelas khusus), sedangkan kelas
reguler dimaknai sebagai kelas bagi siswa pada umumnya. Artinya, tidak ada penyatuan kelas antara
ABK dengan siswa reguler sehingga implementasi inklusivitasnya masih terasa “canggung”.

Dengan kata lain, tidak ada kelas inklusif pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan
Junrejo — Batu. ada kecenderungan bahwa pendidikan inklusif hanya ditujukan bagi siswa special
needs (ABK). Dengan demikian, pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo — Batu
belum mencakup siswa gifted/ talented. Pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo —
Batu seolah hanya ditujukan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus bernada minor. Sementara
siswa gifted/ talented seolah ““ditelantarkan” di kelas reguler. Hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat
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tujuan pendidikan inklusif yang tercantum dalam kebijakan Permendiknas No. 70 tahun 2009 (pasal
2 dan3) junto Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 (pasal 2).

Assesmen merupakan proses untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan khusus siswa.
Pada dasarnya assesmen dapat difungsikan sebagai instrumen identifikasi. Dengan kata lain, assesmen
itu adalah alatnya, sedangkan identifikasi adalah tujuannya. Proses assesmen akan menghasilkan
informasi yang dibutuhkan dalam rangka identifikasi karakter kekhususan siswa. Oleh karena itu,
adalah langkah yang tepat manakala proses assesmen dilakukan oleh Guru Pembimbing Khusus
(GPK) pada pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo — Batu bersamaan dengan proses
identifikasi, baik pada saat penerimaan siswa baru maupun saat proses pembelajaran di kelas.
Assesmen ketika penerimaan siswa baru ditujukan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa.
Sementara proses assemen pada saat pembelajaran (di kelas inklusif) ditujukan untuk menilai
kemajuan belajar ABK.

Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam menyusun Program Pembelajaran Individual
(PPI) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo — Batu tidak terimplementasi
karena adanya beberapa kendala. Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjembatani kesenjangan
tersebut dengan memodifikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Inklusif.
Kendala tersebut antara lain Jumlah indikator tersebut cukup banyak sehingga Guru Pembimbing
Khusus (GPK) membutuhkan waktu penyusunan yang cukup lama. kurang memahami konsep
penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) sebab pada umumnya latar belakang akademis
Guru Pembimbing Khusus (GPK) belum mencakup kompetensi pedagogik. terbatasnya
pendampingan dari Dinas terkait dalam bimbingan dan penyuluhan mengenai Program Pembelajaran
Individual (PPI).

2. Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam merancang dan melaksanakan program
kekhususan

Implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam merancang dan melaksanakan
program kekhususan ditujukan untuk memberikan program pelayanan sesuai dengan karakteristik
kekhususan ABK. Pada dasarnya program kekhususan bagi ABK merupakan program pembimbingan
non-akademis bagi ABK. Sehubungan dengan cakupan tersebut, ada perbedaan persepsi dalam
pemaknaan terhadap program kekhususan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan
inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo — Batu.

Ada Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memaknai program kekhususan sebagai program
khusus ditujukan untuk pembelajaran bagi ABK dalam kelas khusus (intrakurikuler), seperti Guru
Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri Junrejo 1 dan SD Negeri Mojorejo 1. Disisi lain, terdapat
pula Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang sejatinya sudah memahami konsepsi program
kekhususan sebagai bina non-akademis bagi ABK, seperti Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD
Negeri Junrejo 2.

Kenyataan ini menunjukkan masih adanya bias pemahaman tentang konsepsi pendidikan
inklusif, khususnya dalam merancang dan melaksanakan program kekhsususan. Meskipun sebagian
Guru Pembimbing Khusus (GPK) sudah memahami konsep program kekhususan secara benar, namun
aspek perancangannya dapat dikatakan belum terimplementasi. Dengan demikian pelaksanaan
program kekhususan pun masih bersifat (conditional). Lebih lanjut, tugas Guru Pembimbing Khusus
(GPK) tentang pelaksanaan program kekhususan pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-
Kecamatan Junrejo — Batu dapat dikatakan nyaris belum terimplementasi.

Alasannya adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK) masih fokus pada kegiatan akademis bagi
ABK. Keterbatasan waktu dan tenaga Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjadi pembenaran
terhadap alasan tersebut. Implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan
inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu baru difokuskan pada kegiatan akademis. Kegiatan
akademis yang dimaksud mencakup kegiatan pembelajaran bagi ABK. Hal tersebut tidak dibarengi
dengan upaya eksplorasi kemampuan bidang non akademis melalui program kekhususan.
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3. Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam memaodifikasi bahan ajar

Dalam mengorganisaikan bahan ajar Guru Pembimbing Khusus (GPK) menyusun dan
membuat urutan susunan bahan ajar dengan tata urutan tertentu berdasarkan kebutuhan ABK. Tata
urutan yang dimaksud mencakup mempertimbangkan kronologis, prosedur, urutan logis, maupun
hirarkis. Implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam upaya modifikasi tersebut
berpedoman pada dalam silabus kelas reguler. Dalam proses pembelajaran, GPK menggunakan media
peraga berupa gambar, kartu gambar, dan lain-lain. Implementasi tugas tersebut tercermin dalam
pemilihan media pembelajaran bagi anak dengan disesuaikan dengan materi pelajaran. Untuk mata
pelajaran berhitung dengan menggunakan alat peraga seperti dakon. Untuk mata pelajaran membaca
dengan menggunakan word card, agar ABK mudah dalam mengeja kata perkata. Dalam
memodifikasi bahan ajar ada beberapa kendala yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK),
yaitu: pertama keterbatasan dana bantuan operasional. Dana operasional bagi ABK masih disamakan
dengan siswa pada umumnya, padahal pada tataran operasional kebutuhan keduanya berbeda. Kedua,
belum tersedianya alat peraga dan buku pelajaran khusus bagi ABK pada pendidikan inklusif di SD
Negeri se-kecamatan Junrejo — Batu. Alat peraga dan buku pelajaran yang tersedia masih belum
mampu mengakomodir kekhususan ABK.

GPK membuat sendiri media pembelajaran dengan disesuaikan dengan kebutuhan
pembelajaran ABK. Hal tersebut seiring dengan terbatasnya sumber daya financial bagi modifikasi
bahan ajar. Ketiga, minimnya pengusaan kompetensi pedagogik oleh Guru Pembimbing Khusus
(GPK) karena latar belakang akademik yang belum linear.

Kesimpulan

1. Identifikasi, assesmen dan PPl merupakan tiga kegiatan dalam konteks implementasi tugas GPK
yang saling berkaitan dan memiliki fungsi yang saling mendukung. Dalam rangka pelaksanaan
tugas tersebut diperlukan sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sejauh ini alokasi
sumber daya (resources) yang dimaksud belum terpenuhi. Selain itu struktur birokrasi pada
pendidikan inklusif menjadi kendala mendasar. Kondisi ini berimplikasi pada tidak efektifnya
implementasi kebijakan.

2. Implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam merancang dan melaksanakan
program kekhususan ditujukan untuk pembimbingan non-akademis bagi ABK. Perbedaan
persepsi dalam pemaknaan (bias) terhadap program kekhususan oleh Guru Pembimbing Khusus
(GPK) menjadikan program ini belum terimplementasi dengan semestinya. Lebih lanjut konteks
kurangnya pembinaan GPK menjadi alasan kaburnya konsep inklusifitas. Hal tersebut
membuktikan bahwa kurang efektifnya implementasi kebijakan berkenaan dengan lemahnya
komunikasi kebijakan tersebut.

3. Modifikasi bahan ajar yang dilakukan Guru Pembimbing Khusus (GPK) berkaitan dengan cara
menemukan dan/atau memberikan bahan ajar yang tepat dalam pendidikan inklusif sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan individu ABK. Dalam cakupan tersebut minimnya resource menjadi
kendala utama. Belum terpenuhinya kebutuhan finansial berimplikasi terhadap kebutuhan akses
bahan ajar belum terlayani dengan baik.
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